
BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR 92.. TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 

dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, dan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke 
desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 
2018; 

1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Nomor 13 
Daerah-daerah 

Tahun 1950 
Ka bu paten 

Lingkungan Propinsi J awa Tengah; 

tentang 
Dalam 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang No}:Ilor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

- 2 -



Menetapkan 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 537); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 201 7 ten tang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1359); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2018. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berada di Daerah. 

6. Dana Transfer ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang 
terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Rel)ublik Indonesia yang berada di Daerah. 
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8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus. 

13. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan 
Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan 
perundang undangan. 

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 
sentral. 

16. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa untuk pencairan uang guna 
pembayaran kegiatan desa. 

17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

18. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat 
mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

19. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah. 
20. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, 
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala Desa yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan desa. 
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23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut 
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. 

24. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

25. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh 
Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran desa. 

26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat 
menyimpan uang Pemerintahan yang menampung seluruh penerimaan desa 
dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. 

27. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah 
perhitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan. 

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran. 

29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

30. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi 
pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, 
perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa. 

31. Tenaga Pendamping Profesional adalah personil yang melaksanakan 
tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, 
pengarahan dan fasilitasi Desa yang ditetapkan oleh Gubemur Jawa Tengah 
yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Pendamping Desa. 

32. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal 
/Inspektorat Utama/ Inspektorat yang bertanggung jawab kepada 
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; lnspektorat 
Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubemur, dan 
Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota. 

33. Petugas register desa adalah perangkat desa yang diberi tugas dan tanggung 
jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di 
desa. 

34. Petugas admin sistem informasi desa adalah perangkat desa atau tenaga 
pembantu di luar perangkat desa yang bertugas mengoperasionalkan, 
memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang 
dikelola oleh desa. 
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BAB II 
DANA TRANSFER KE DESA 

Bagian Kesatu 
Jenis Dana Transfer 

Pasal 2 
Jenis Dana Transfer ke Desa terdiri dari: 
a. Dana Desa; 
b. ADD; dan 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 
( 1) Tujuan Dana Tran sf er ke Desa adalah : 

a. mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui 8 (delapan) 
area kemiskinan mikro, se bagai beriku t : 
1. fasilitasi penyediaan tempat tinggal yang layak; 
2. fasilitasi penyediaan air minum dan sanitasi yang layak; 
3. fasilitasi jaringan listrik tempat tinggal; 
4. fasilitasi kepesertaan Keluarga Berencana; 
5. fasilitasi penanganan disabilitas; 
6. fasilitasi sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan (beasiswa, 

bantuan transportasi, bahan belajar atau seragam) bagi warga miskin 
yang tidak mendapatkan fasilitasi jaminan sosial; 

7. fasilitasi pemenuhan akses kesehatan; dan 
8. fasilitasi perluasan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan 

kerja. 
b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

memberikan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan dan kemasyarakatan; 

c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dasar sesuai dengan 
kewenangan desa; 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 

e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial budaya dalam rangka 
menguatkan modal sosial demi terwujudnya keharmonisan, ketentraman 
dan ketertiban masyarakat; 

f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 
menu.ju kemandirian desa; 

g. mendorong pengembangan aset dan potensi desa demi peningkatan 
pendapatan masyarakat desa; dan 

h. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. 
(2) Sasaran program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk kelompok 
masyarakat miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu. 
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Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4 
Ruang Lingkup Dana Transfer ke Desa meliputi: 
a. Penggunaan; 
b. Penyaluran; 
c. Pelaksanaan; 
d. Penatausahaan dan Pelaporan; 
e. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA; 
f. Larangan; 
g. Sanksi; 
h. Pembinaan dan Pengawasan; dan 
1. Evaluasi Kinerja Pengelolaan. 

Bagian Keempat 
Prinsip Pengelolaan Keuangan Dana Transfer Ke Desa 

Pasal 5 
( 1) Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan 

dengan pengelolaan Keuangan Desa. 
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 

dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan desa yang dikembangkan 
oleh pemerintah daerah. 

(3) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan 
kemanfaatan untuk masyarakat. 

BAB III 
PENGGUNAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 6 
(1) Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) Pemerintah desa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh 
Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media visual atau 
infografis yang dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh 
masyarakat luas di setiap dusun. 

(3) Contoh format media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 7 
(1) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa. 
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(2) Belanja pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk 
mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar 
dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan kewenangan desa. 

Bagian Kedua 
Penggunaan Dana Desa 

Paragraf 1 
Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Pasal8 
( 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: 

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga 
Desa tanpa membeda-bedakan; 

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang 
mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; 

c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa; 

d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat; 
e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan 

secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, 
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan 
lokal; dan 

f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonorni, dan ekologi 
Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan 
Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk rnernbiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan di bidang pernbangunan desa dan pernberdayaan 
masyarakat desa. 

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa diutarnakan untuk rnernbiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain 
bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa 
atau BUM Desa Bersama, ernbung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan 
kewenangan Desa. 

(5) Pernbangunan sarana olahraga Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) 
rnerupakan unit usaha yang dapat dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa 
Bersarna. 

Paragraf 2 
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pernbangunan Desa 

Pasal 9 
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk mernbiayai pembangunan 
Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, 

\)en.\n.ikatan K\la\\.tas n\O.\l\) manu~ia serta -penanggu\angan kemiskinan 
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dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain: 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. lingkungan pemukiman; 
2. transportasi; 
3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi. 

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 
1. kesehatan masyarakat; dan 
2. pendidikan dan kebudayaan. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang 
meliputi: 
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; 
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, 

distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/ a tau produk unggulan 
kawasan perdesaan; dan 

3. usaha ekonomi non pertanian meliputi aspek produksi, distribusi dan 
pemasaran yang difokuskan yang difokuskan pada kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau 
produk unggulan kawasan perdesaan. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. penanganan bencana alam; dan 
3. pelestarian lingkungan hidup. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan 
dalam Musyawarah Desa. 

(2) Contoh kegiatan di bidang pembangunan desa yang dapat didanai oleh Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Pasal 10 
( 1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk membiayai 
program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan 
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan 
mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat 
menghidupi dirinya secara mandiri. 

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara 
lain: 
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 
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